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Abstrak  

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana 

telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.  Berdasarkan 

beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana 

kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 

atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.  

Kata Kunci : Kebijakan, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah 

 

A. Pendahulua 

Implementasi kebijakan adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar 

dan rasional untuk mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses imlementasi, 

alat-alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang, 

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan 

tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 

membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian 

kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang 

merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-

undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun 

Peraturan Daerah, 

Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di 

dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang 

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana 

mengantarkan kebijakansecara konkrit ke masyarakat.  

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi 

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam 

bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang 

memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan 

pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain 
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Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala 

Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).  

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus 

Webster yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:  

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. 

Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to 

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat 

terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).  

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang 

menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:  

“Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 

seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. 

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan 

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian 

dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).  

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu 

bentuk positif seperti undang-undang dan kemudiandidiamkan dan tidak 

dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan 

atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang 

Sunggono 1994:137).  

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana 

telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.  Berdasarkan 

beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana 

kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 

atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.  

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya 

variable atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam 

bukau Subarsono (2006;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variabel, yaitu:  

1. Komunikasi  

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para 

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 

Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan 
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dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi 

harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan 

yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi 

diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten 

dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat. 

Terdapat tiga indikator yan dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel 

komunikasi, yaitu: 

a. Transmisi  

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi 

adalah salah pengertian (miskomunikasi).  

b. Kejelasan informasi  

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan 

tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi 

implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas 

dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru 

akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan.  

c. Konsistensi Informasi yang disampaikan  

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas 

dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.  

2. Sumber Daya  

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud 

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. 

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan 

dengan efektif, tampa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi 

dokumen saja.  

Sumberdaya meliputi empat komponen,yaitu:  

a. Staff yang cukup (jumlah dan mutu);  

b. Informasi yang dibutuhkan;  

c. Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas tanggungjawab; 

dan  

b. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.  

3. Disposisi  

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik 

seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor 

memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.  
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4. Struktur Birokrasi  

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebiajakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu 

dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 

operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP). SOP menjadi 

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.  

2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari 

sumbersumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh 

karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi 

yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar 

kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD 

berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 

pemerintah daerah.  

Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana 

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa 

anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut 

setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi 

PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian 

keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu 

menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam 

koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli 

Daerah. Menurut DR.Machfud Sidik,MSc, tuntutan peningkatan PAD semakin 

besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam penggalian dan peningkatan 

pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan, hal ini dapat 

disebabkan oleh:  

a. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.  

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari 

segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi 

“usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan 

“negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.  

b. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.  

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh 

biaya pungut yang besar.  

c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.  
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Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi 

daerah. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004, “ Pendapatan Asli Daerah 

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli 

digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam 

membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil 

ketergantungan dana dari pemerintah pusat.  

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 6, “ Sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1). Pajak daerah, 2). Retribusi daerah, 3). Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4). Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah ( PAD ) yang sah”.  

Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah”.  

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah 

dilarang :  

a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi dan  

b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat 

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan 

import/eksport.  

 

2.2.1. Klasifikasi Pendapatan Daerah  

2.2.1.1 Pajak Daerah  

Dalam UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 6 

disebutkan, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah”  

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pajak daerah adalah penerimaan 

daerah dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan tanpa memberi imbalan secara langsung, digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.  

Selanjutnya Ahmad yani (2002:45) menyebutkan, “bahwa pajak daerah 

sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian 
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daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri.  

Sedangkan menurut Erly Suandi (2002:41), pajak daerah adalah pajak yang 

pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya 

akan dimasukkan ke APBD.  

Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:  

1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan 

pemerintah pusat  

2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya  

3. Biaya administrasi harus rendah  

4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan 

yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.  

2.2.1.2 Retribusi Daerah  

Retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini 

merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sudah dibahas dalam 

terminologi retribusi daerah.  

2.2.1.3 Hasil Pengelolaan Daerah Yang Sah  

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik 

daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk 

dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah 

dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang 

disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih 

(PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, 

perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi 

sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong 

pembangunan ekonomi daerah. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian 

laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup 

potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan 

pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran 

belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya 

sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti 

perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, 

percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki 

potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong 

pembangunan ekonomi daerah.  

Jenis perusahaan daerah jika dilihat dari struktur modalnya terdiri dari:  

1. Perusahaan daerah yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang 

dipisahkan, yaitu:  

a. Untuk dana pembangunan daerah  
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c. Untuk anggaran belanja daerah  

d. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, dan 

sumbangan dana pensiun.  

2. Perusahaan daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang 

dipisahkan yaitu:  

a. Untuk dana pengembangan  

b. Untuk angaran belanja daerah  

c. Selebihnya untuk cadangan umum dan untuk pemegang saham.  

d. Lain-lain PAD yang sah  

Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk 

pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini 

terdiri dari:  

a. Penjualan aset daerah  

b. Jasa giro  

 

2.3 Konsep Retribusi Daerah  

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002:55) “Daerah 

provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, 

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai denganaspirasi 

masyarakat”.  

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. 

Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang 

dan peraturan daerah yang berkenaan.  

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.  

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) 

secara langsung dari pemerinatah daerah atas pembayaran yang 

dilakukannya.  

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.  

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu 

yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  

Nasrun, merumuskan pengertian retribusi daerah sebagai berikut:  

“ Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian 

atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan 

umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak 

langsung (Riwu Kaho, 2003:171)”.  
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Soeparmoko (1997;94) mengatakan bahwa:  

“ Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana 

kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jas a langsung diterima dengan 

adanya pembayaran reribusi tersebut” Menurut Marihot Siahaan (2005;5), retribusi 

adalah:  

“ Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena 

adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara 

perorangan”.  

Jasa tersebut dapat dikatan bersifat langsung, yaitu hanya membayar 

retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Hal berarti hak mendapat jasa dari 

pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang mengingkan jasa tersebut.  

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini 

penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi 

yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan 

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 

1 angka 26, retribusi daerah adalah:  

“ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan”(UU No. 34/2000).  

Dalam hal ini, retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil tersebut. 

Karena yang terpenting dari hasil retribusi adalah untuk pemeliharaan atas 

kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan 

prasarana unit-unit jasapelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik 

mungkinsesuai dengan perkembangan masyarakat serta peradaban zaman. Oleh 

karena itu, penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku pada suatu waktu 

ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar dan sesuai dengan imbalan 

yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah.  

2.4 Objek dan Golongan Retribusi  

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa 

objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah 

daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut 

retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentuyang merupakan pertimbangan sosial 

ekonomi layak dijadikan objek retribusi.  

Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan,yaitu:  

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat disediakan oleh sector swasta.  
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3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 

atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan.  

Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:  

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;  

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan:  

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil;  

e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;  

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  

d. Retribusi Pelayanan Pasar;  

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  

f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  

g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan  

h. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.  

2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:  

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;  

c. Retribusi Tempat Pelelangan;  

d. Retribusi Terminal;  

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;  

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa;  

g. Retribusi Penyedotan Kakus;  

h. Retribusi Rumah Potong Hewan;  

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;  

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;  

i. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;  

j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan  

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.  

3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:  

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;  

c. Retribusi Izin Gangguan; dan  

d. Retribusi trayek.  

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umun, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan 

criteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usahadengan 

peraturan pemeritah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya 
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sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan 

kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Adapun penetapan jenis-jenis retribusi 

perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, 

walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi 

dengan instansi-instansi teknis terkait.  

2.5 Konsep Retribusi Pasar  

Dari beberapa pendapatan asli daerah, retribusi merupakan salah satu 

pendapatan terpenting di samping pajak. Salah satu retribusi daerah yang 

mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pasar. 

Menurut Poerwadarminta (2001 : 953) yang dimaksud dengan retribusi adalah 

pungutan berupa uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.  

Sedangkan pengertian dari pasar merupakan suatu unit usaha yang 

mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke 

konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian, pasar dapat 

dikatakan sebgai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai 

interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat 

(pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskanbahwa pasar merupakan salah 

satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, 

karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah 

(Sugianto, 2008 : 46)  

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:  

“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan 

oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung 

dan teratur, terdiri atas pelataran,bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk 

bangunan lainnya”(Perda No.3 Tahun 2001). Retribusi pasar menurut Peraturan 

Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah:  

“Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran 

dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk 

pedagang”(Perda No. 3 Tahun 2001).  

Menurut Kesit Bambang, (2005:135) pengertian Retribusi Pasar adalah :  

“Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran 

atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, 

tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar”.  

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis 

Retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimamfaatkan oleh masyarakat. 

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud 

pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, 

los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak 

termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. 

Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu 

keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan 

alat-alat pemadam kebakaran.  
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Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:  

1. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) 

pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.  

Dengan demikian retribusi jasa umum merupakanpelayanan yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerahuntuk tujuan kepentingan umum. 

Dalam pelaksanaan pemungutanretribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini 

disebabkankurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi 

terutamadipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, 

makakeuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untukmembayar 

retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebutdapat dijelaskan antara lain:  

a. Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan 

barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah 

sekitar pasar sampai radius 200 m,  

b. Obyek retribusi adalah pemakainan tempat-tempat berjualan, sedangkan 

subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan 

barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah,  

c. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila 

retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka 

pengenaan tarif retribusi perlu di evaluasi agar besar kecilnya tarif 

mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi,  

d. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada 

pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan,  

Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, 

maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan 

tingkat kesadaran untuk membayar retribusi, Perlunya diterapkan sanksi yang tegas 

terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban 

membayar retribusi atau yang menunggak serta diterapkan sistem denda (Kesit 

Bambang, 2005:135).  
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